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BUPAîI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 903/31 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA SELAKU PE"IABAT PENGELCLA KEUANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang a. bahwa untuk melaksa¡rakan Anggaran Pe.qrdapatan Dan
Belaqja Daeralr Kabupaten Purbalingga perlu menunjuk
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Badan
Keuangan Daerah selakr¡ Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah Tahun Anggaran 2O22;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam,
Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara'
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tarrtbah¿rn Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2S6l;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendah€uaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 5, Tambahan Lembararl
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimba¡lgan Keuangari antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor L26, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa38l;

5. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOtt
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OI9 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI9
Nomor 183, Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6393);
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang dang Nomor 23
Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (læmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta
Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negana
Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OI9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ot9 Nomor 42, Tarrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor L4
Tahun 2O2O tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2O2O
Nomor 14);

ll.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10
Tahun 2O2L tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbatingga Tahun 202L
Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Penunjukan Kepala Badan Keuangan Daerah Selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daeratr Tahun AnggararL
2022.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana
dirnaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

a. menJrusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan
Keuangan Daerah;

b. menyusun rancangan perda tentang APBD, ranca.ngan
perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perdat
tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD ;

c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang
telah diatur dalam Perda;

d. melaksanakan fungsi BUD; dan
e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan
fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kedua huruf d berwenang untuk:
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. mengesahkan DPA SKPD;
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c. melakukan pengendalian.pelaksanaall' APBD;
d. memberikan petunjuk telsds pelaksanaan sistem

penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
e. melaksanakan pemungutan paiak daerah;
f" menetapkan SPD;
g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian

jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan

Keuangan Daerah;
i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal

penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai peraturan

þerundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening
Kas Umum Daerah.

Keputusan BuPati ini
ditetapkan.

Pada 3 Januari 2022

GGA

G PRATIWI

KEEMPAT

Salinan Keputusan l3upati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspekrtorat Daerah Kabupaten Furbalingga;
4. Kepala BAKEUDh Kabupaten Purbalingga;
5. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa

Furbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;

mulai berlaku Pada tanggal

Ditetapkan di Purbalingga

Tengah Cabang
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c, melakukar¡. pengendaliar¡ pelaksarraa:r APBD;
d. memberikân petunjuk tehris pelaksanaan sistem

penerimâân dan pengeluaran kas daerah;
e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
f. menetapkan SPD;
g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian

.jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
h. melaksar¡akan sistem akuntansi dan pelaporan

Keuangan Daerah;
i. menyqjikan informasi keuangan daerah; dan
j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal

penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai peraturan
perundang-undangân, tídak dilakukan melalui Rekening
Kas Umum Daerah

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan 

Dibtapkan di purbalingga
tanggal 3 Januari 2A22

RBALINGGA

PRAÎIWI

KEEMPAT

a
;i

i
': !

l,-'.

Salinan Keputusan tlupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala BPKAD Pr,ovinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspekt.orat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA. Kabupaten Purbalingga;
5. Pimpinan PT. lBank Pembangunan Daerah Jawa

Purbalingga;
6, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;

Tengah Cabang


